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ABSTRAK

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCAMPURAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SOLAR SECARA ILEGAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2023/PN PLG)”

TIA ANDANI

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar merupakan salah satu sumber tenaga
utama yang sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Tingginya kebutuhan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tidak jarang
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan praktik pencampuran
secara ilegal yang menimbulkan penurunan mutu Bahan Bakar Minyak (BBM),
kerusakan lingkungan serta berpotensi mengganggu sistem distribusi nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencampuran Bahan Bakar
Minyak (BBM) solar ilegal masih menjadi permasalahan yang signifikan serta
memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran Bahan Bakar
Minyak (BBM) solar yang tidak memenuhi standar mutu serta menganalisis
pertimbangan hukum majelis  hakim  dalam  Putusan =~ Nomor
261/Pid.B/LH/2023/PN Plg berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan
hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data
yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum
dan argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM)
solar ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Namun demikian, analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim
menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana masih perlu dievaluasi agar mampu
memberikan efek jera serta mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan
masyarakat dan lingkungan hidup. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan
tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi seharusnya dilakukan melalui
pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada kesalahan
individu pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap tata kelola
tenaga nasional.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, pencampuran BBM ilegal,
pertimbangan hakim
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ABSTRACT

"CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL MIXING OF
DIESEL FUEL (STUDY OF DECISION NUMBER 261/PID.B/LH/2023/PN
PLG)”

TIA ANDANI

Diesel fuel is one of the main sources of energy that is highly needed in various
sectors of society. The high demand for diesel fuel is often exploited by certain
parties who engage in illegal mixing practices that reduce the quality of fuel,
damage the environment, and potentially disrupt the national distribution system.
This situation indicates that the criminal act of illegally mixing diesel fuel remains
a significant problem that requires firm and consistent law enforcement. This
study aims to examine the criminal liability of perpetrators of diesel fuel
adulteration that does not meet quality standards and to analyze the legal
considerations of the panel of judges in Decision Number 261/Pid.B/LH/2023/PN
Plg based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas The research
method used is normative juridical rescarch with a descriptive qualitative
approach. Data was obtained through a literature study by examining primary
legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary
and tertiary legal materials relevant to the research problem. The collected data
was analyzed qualitatively to assess the application of legal norms and legal
arguments used in court decisions. The results of the study indicate that
perpetrators of illegal diesel fuel mixing can be held criminally liable in
accordance with the provisions of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and
Gas. However, analvsis of the judges legal considerations shows that the
application of criminal sanctions still needs to be evaluated in order to provide a
deterrent effect and reflect the protection of public and environmental interests
This study emphasizes that the handling of criminal acts in the oil and gas sector
should be carried out through a more comprehensive approach, not only focusing
on the individual mistakes of the perpetrators, but also considering the impact on
national energy management.

Keywords : criminal liability, illegal fuel blending, judicial considerations
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tenaga merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia
modern dengan menggunakan tenaga untuk segala kepentingan yang
dilakukannya, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia memiliki potensi
tenaga dalam jumlah yang signifikan beberapa diantaranya yaitu seperti
bioethanol sebagai pengganti bensin, biodiesel sebagai pengganti solar,
panas bumi, dan banyak yang lainnya.!

Pada aturan Hukum Pidana, sektor tenaga ini memiliki pengaruh
besar terutama Minyak dan Gas, sektor ini merupakan industri dengan
kategori skala yang cukup besar diatur oleh ketentuan pidana diluar KUHP
atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dampak dari sektor ini
cukup besar karena mendorong pembangunan nasional serta meningkatkan
taraf hidup masyarakat, juga menyalurkan pendapatan negara cukup
besar.?

Pengertian tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu salah satu Sumber
Daya Alam (SDA) yang digunakan makhluk hidup dan pemanfaatan nya
sangat diperlukan di rutinitas sehari-hari, sumber daya alam ini di kelola

lagi untuk di jadikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bahan

! Rozanna Dewi, Energi Terbarukan : Pemanfaatan Energi Terbarukan Sebagai Energi
Alternatif Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2023). hlm. 1

2 Adindha Oktaviani Ramadhan et al., Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Oplosan BBM:
Penerapan Sanksi Tindak Pidana BBM, Jurnal Intelek Insan Cendikia , No. 5, Vol. 2 (2025).



penggerak transportasi seperti kendaraan beroda dua dan beroda empat,
bisa digunakan juga untuk alat-alat berat, untuk memberikan dorongan
kepada masyarakat yang membutuhkan, Pemerintah menurunkan Bahan
Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagai bentuk dukungan kepada
masyarakat yang tidak mampu.?

Bahan Bakar merupakan komponen utama yang bertujuan
memenuhi kebutuhan masyarakat di negara-negara berkembang maupun
negara maju, menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi : Bahan Bakar yang berasal
dari dan/atau diolah dari Minyak Bumi disebut Bahan Bakar Minyak
(BBM).*

Tetapi dalam aturan ini terdapat pelanggaran yang bisa terjadi
melalui aktivitas pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti solar
yang dicampur menggunakan Bahan Bakar berkualitas rendah dengan
Bahan Bakar berkualitas cukup tinggi, lalu dipasarkan kembali dengan
harga pasaran yang tinggi untuk daerah-daerah yang kekurangan Bahan
Bakar, pelanggaran yang terjadi tidak hanya menyalahgunakan subsidi

Bahan Bakar tetapi juga mencelakakan masyarakat yang menggunakan

3 Kholida Qothrunnada, Manfaat Minyak Bumi Untuk Manusia: Ini Sejarah Dan
Dampaknya, 2022,  https://finance.detik.com/energi/d-6006703/manfaat-minyak-bumi-untuk-
manusia-ini-sejarah-dan-dampaknya.diakses pada tanggal 24 Oktober pukul 12:34 WIB.

* Yoga Artha Jjaya, Yasarman Yasarman, and Anggawira Anggawira, Penegakan Hukum
Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara llegal, Jurnal Multidisiplin
Dehasen (MUDE) 2, No. 3, Vol. 2 (2023).


https://finance.detik.com/energi/d-6006703/manfaat-minyak-bumi-untuk-
https://finance.detik.com/energi/d-6006703/manfaat-minyak-bumi-untuk-

Bahan Bakar yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh
Lembaga terkait seperti Pertamina.’

Permasalahan yang di sebabkan oleh aktivitas pencampuran Bahan
Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal juga dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan dikarenakan pengelolaan Sumber Daya yang tidak
seharusnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya itu,
pelanggaran ini memberikan dampak kerugian cukup besar kepada
masyarakat yang memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.®

Seperti pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg, majelis
hakim mengadili perkara mengenai tindakan pencampuran Bahan Bakar
Minyak (BBM) jenis solar yang tidak sesuai dengan standar mutu
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran di
bidang minyak dan gas bumi, sehingga dijatuhi pidana sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada terpenuhinya
unsur-unsur tindak pidana, adanya unsur kesalahan dalam bentuk

kesengajaan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap mutu bahan bakar dan

kepentingan masyarakat.

5 Ramadhan et al., Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Oplosan BBM: Penerapan Sanksi
Tindak Pidana BBM, Jurnal Intelek Insan Cendikia , No. 5, Vol. 2 (2025).

6 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2019). him. 4



Kasus serupa juga ditemukan di Muara Enim, dengan terungkapnya
praktik pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang di
produksi Pertamina dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil sulingan yang
dijualkan ke perusahaan di wilayah Muaraenim, kegiatan ini dilakukan di
Gudang daerah Lembak.’

Kerusakan lingkungan dapat dikenakan Tindak Pidana Lingkungan
atau sanksi pidana karena dipicu oleh pencemaran dan/atau merusak
lingkungan.®

Adanya sanksi pidana ini bertujuan agar bisa menghindari
terjadinya kerusakan lingkungan dan pelanggaran yang disebabkan
pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak memakai mutu atau
bahan yang berkualitas tinggi yang diatur pada Peraturan Perundang-
Undangan pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.’

Kerusakan yang terjadi karena pencampuran Bahan Bakar Minyak

(BBM) ilegal ini menimbulkan perubahan yang signifikan pada batasan

7 Diaz Erlangga, Polda Sumsel Ungkap Solar Pertamina Dioplos BBM Ilegal Di
Muaraenim, Truk Tangki Biru Disita, 2025, https://sumselupdate.com/polda-sumsel-ungkap-solar-
pertamina-dioplos-bbm-ilegal-di-muaraenim-truk-tangki-biru-disita/, diakses pada tanggal 07
Oktober pukul 13:10 WIB.

8 Prim Haryadi, Tindak Pidana Lingkungan, ed. Iman Lugmanul Hakim et al., 1st ed.
(Jakarta: Sinar Grafika, 2024). hlm. 124

° Febrian Chandra, Hukum Lingkungan (Jambi: Meja Ilmiah Publikasi, 2024). him. 80


https://sumselupdate.com/polda-sumsel-ungkap-solar-pertamina-dioplos-bbm-ilegal-di-muaraenim-truk-tangki-biru-disita/
https://sumselupdate.com/polda-sumsel-ungkap-solar-pertamina-dioplos-bbm-ilegal-di-muaraenim-truk-tangki-biru-disita/

sistem lingkungan, sehingga meningkatnya jumlah polusi pada
lingkungan. '

Oleh karena itu, untuk mengetahui penegakan hukum terkait pelaku
pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal
penelitian ini dilakukan. Pelanggaran yang disebabkan oleh aktivitas ini
dapat di kenakan Tindak Pidana sesuai kebijakan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sudah diatur di dalam Pasal
55 bahwa : Tiap-tiap orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau
bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah akan
dikenakan Tindak Pidana. Pelanggaran yang terjadi ini sama hal nya
dengan kasus di Palembang yang di lakukan oleh terdakwa yang
melakukan pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan
bahan-bahan yang tidak sesuai Standar Mutu Bahan Bakar di Indonesia. Di
dalam studi putusan nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg dapat diketahui
bagaimana hukum pidana diterapkan kepada pelaku pencampuran Bahan
Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal dengan memberikan sanksi
dan melakukan tindakan yang tegas untuk memberikan keadilan pada
masyarakat yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak
memenuhi standar mutu.

Untuk keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat

diharapkan adanya tanggung jawab hukum yang dapat memberhentikan

10" Agustina and Triono Eddy, Buku Ajar Hukum Lingkungan Paradigma Baru Hukum

Lingkungan : Pendekatan Keadilan Holistik, 1st ed. (Medan: UMSU PRESS, 2025). hlm. 13



pelaku pelanggaran pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan
memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif,
perlindungan ini terwujud karena adanya norma-norma yang bersifat
mencegah terjadinya kerusakan dan kerugian yang disebabkan
pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ilegal.!!

Banyak masyarakat yang masih minim pengetahuan terhadap
bahaya pencampuran Bahan Bakar secara ilegal, itulah pentingnya
sosialisasi tentang Bahan Bakar yang menggunakan kualitas rendah agar
tidak terjadinya kerugian yang besar terhadap ekonomi masyarakat.

Banyak dampak yang terjadi akibat pencampuran Bahan Bakar
Minyak (BBM) solar secara ilegal bagi lingkungan, salah satunya sebagai
berikut :

1. Pencemaran udara dan zat berbahaya, dampak ini sangat tidak baik
untuk pernafasan.

2. Pencemaran tanah dan air, ini bisa menyebabkan lingkungan
disekitar tempat pencampuran ilegal menjadi buruk.

3. Dampak sosial, dampak yang secara tidak langsung merusak fisik,
dan menyebabkan kerugian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sanksi yang ditetapkan terkait pelanggaran tersebut ada pada Pasal
54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

yang berbunyi : Tiap orang yang melakukan pemalsuan Bahan Bakar dan

11 M. Zamrani, Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum, ed.
Andika Persada Putera (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024). him. 77



Gas Bumi juga hasil olahan yang di maksud dalam Pasal (28) ayat 1
dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah). Dengan adanya
penelitian  diharapkan  dapat membahas tentang  mekanisme
pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kepada pelaku pencampuran
Bahan Bakar Minyak (BBM) solar secara ilegal. Tetapi ada alasan penting
yang utama terkait penelitian ini dilakukan yaitu :

L. Adanya peningkatan kasus pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM)

secara ilegal yang telah mencapai 1,200 laporan tahun 2022 menurut
data dari Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), telah
menunjukan adanya penegakan hukum yang tidak efektif.*?

2. Diperlukan studi khusus seperti Putusan PN (Pengadilan Negeri)
Palembang untuk mengevaluasi stabilitas yurisprudensi dalam Hukum
Pidana Lingkungan.

3. Untuk meningkatkan aspek restoratif (aspek pemulihan) yang
merupakan opsi untuk menyelesaikan masalah yang semula berpusat
pada pemidanaan menjadi mediasi yang mengikutsertakan pelaku,
korban, yang termasuk petani dan nelayan yang sangat bergantung

pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki kualitas tinggi."?

12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Produsen BBM Ilegal Dan BBM
Oplosan Diamankan Polda Sumsel Dan BPH Migas, 2022, https://www.esdm.go.id/id/media-
center/arsipberita/produsen-bbm-ilegal-dan-bbm-oplosan-diamankan-polda-sumsel-dan-bph-
migas, diakses pada tanggal 27 September pukul 19:23 WIB.

13 Kristiawanto, Ide Normatif Restorative Justice (Penerbit Nasmedia, 2024). him. 1
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Latar belakang di atas ditulis untuk meneliti lebih dalam terkait
judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencampuran
Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Secara Ilegal (Studi Putusan
Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg)”

B. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang yang sudah ditulis diatas, ada beberapa
rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran BBM
jenis solar yang tidak memenuhi standar mutu dalam putusan
tersebut?

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan
Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg terhadap Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?

C. Ruang Lingkup

Fokus penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis normatif yang
berfokus pada dua pokok permasalahan yaitu bentuk pertanggungjawaban
pidana pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar
secara ilegal serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan

putusan pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini sudah mempunyai tujuan yaitu untuk memahami lebih

dalam terkait dua aspek utama rumusan masalah yang ada.



a. Untuk menguraikan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar
yang tidak memenuhi standar mutu, sebagaimana tercermin dalam
Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg. Hal ini meliputi
pemahaman mengenai dasar hukum pidana yang diterapkan,
proses pembuktian, serta sanksi-sanksi yang dijatuhi terhadap
pelaku.

b. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang menjadi dasar
keputusan majelis hakim dalam putusan dan undang-undang,
termasuk faktor-faktor yuridis maupun non-yuridis yang
mempengaruhi  pertimbangan  terhadap  tindak  pidana
pencampuran solar ilegal.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bisa memberikan manfaat bagi

penulis maupun pembaca untuk :

a. Aspek Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai
kajian hukum pidana khususnya di bidang perlindungan lingkungan
dan pengawasan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM).

b. Aspek Praktis
Penelitian ini memiliki manfaat yang ditujukan untuk penegak
hukum seperti Jaksa, Hakim, yang dapat memanfaatkan hasil dari

penelitian ini untuk panduan dalam menangani kasus serupa
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misalnya, dalam pengumpulan bukti, penilaian pertimbangan
hakim, dan penjatuhan putusan yang lebih adil dan konsisten.
E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat dengan tujuan untuk membatasi ruang
lingkup penelitian agar fokus pada komponen-komponen yang sesuai
dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencampuran
Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Secara Ilegal (Studi Putusan
261/Pid.B/LH/2023/PN  Plg)”. Kerangka konseptual ini guna
mendefinisikan makna dari konsep-konsep utama, serta konsep analisis
yang dihubungkan dengan teori hukum pada kasus yang terjadi, Ada
batasan terkait topik penelitian yang akan diteliti yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban  pidana dapat didefinisikan  sebagai

kemampuan seseorang untuk di pidana atas kesalahan yang di

perbuat, sekaligus mempunyai kemampuan untuk bertanggung

jawab secara hukum.'* Dalam aktivitas nya adalah kewajiban

pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum pidana atas tindak

pidana pengoplosan, yang mencakup unsur-unsur kesalahan (mens

rea) dan perbuatan (actus reus). Dibatasi pada ketentuan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

4 Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis
Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016). hlm. 62-63



11

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Teknis terkait standar mutu
BBM, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UU PPLH).

2. Tindak Pidana Pencampuran Ilegal
Tindak pidana pencampuran ilegal ini dapat diartikan sebagai
perbuatan yang mencampuri atau mengubah komposisi pada Bahan
Bakar Minyak (BBM) Solar dengan zat lain (seperti air, oli bekas
serta bahan kimia yang berkuliatas rendah) yang menimbulkan
penurunan kualitas atau mutu sehingga tidak sesuai spesifikasi
standar.'> Penelitian dibatasi pada praktik ilegal yang dilakukan
oleh pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri
ESDM Nomor 36 Tahun 2004 tentang Standar Mutu Bahan Bakar
Minyak (BBM).

3. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar
Bahan yang digunakan untuk kendaraan diesel, generator, dan
industri ini dibatasi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diolah
atau di distribusikan oleh Pertamina atau pihak yang berwenang di

Indonesia.

15 Kompas Gustaf Kusno, Pengoplosan, 2010, https://rubrikbahasa.wordpress.com/201
0/08/06/pengoplosan/.tanggal 27 September 2025 pukul 14:30 WIB.


https://rubrikbahasa.wordpress.com/2010/08/06/pengoplosan/.tanggal
https://rubrikbahasa.wordpress.com/2010/08/06/pengoplosan/.tanggal
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4. Lingkungan
Lingkungan yang dimaksud mencerminkan kondisi fisik, kimia dan
biologis yang dipengaruhi oleh penggunaan Bahan Bakar Minyak
(BBM) vyang tidak memenuhi standar kualitas, yang
mengakibatkan pencemaran.

5. Standar Mutu
Standar mutu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan di
Indonesia berupa, kadar belerang dan batas maksimum nya 50
PPM
(sesuai  SNI  2018), didasarkan pada kepatuhan yang
mengakibatkan
kerusakan lingkungan (pencemaran berlebihan) juga menyebabkan
masalah kesehatan (kerusakan mesin). '

6. Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg
Ini studi kasus dari Pengadilan Negeri Palembang tahun 2023 yang
memeriksa pidana lingkungan (Pid.B/LH) yang berkaitan dengan
pengoplosan BBM Solar. Di batasi hanya cakupan cara bagaimana
hakim memutuskan tentang pembuktian, pidana (seperti kurungan
dan denda), dan konsekuensi hukumnya, tanpa membandingkannya

dengan keputusan lain secara umum.

1 Dunia Energi, Standar Mutu BBM RON 98, 2018, https://www.dunia-
energi.com/pemerintah-tetapkan-standar-dan-mutu-bbm-ron-98/, diakses pada tanggal 27
September pukul 14:16 WIB.



13

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan
Untuk membuat gambaran tentang studi terdahulu, penulis sudah
mengevaluasi studi yang cukup relevan dengan penelitian yang akan
diteliti. Dengan adanya gambaran tentang studi terdahulu, penulis dapat
membentuk landasan bagi penelitian yang akan diteliti, serta menjelaskan
dan mengidentifikasi celah atau kekurangan dan bisa melengkapi celah
penelitian yang diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang relevan :
TABEL 1.1 REVIEW SKRIPSI

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
Peneliti

1 Maria Penegakan Hukum Hasil yang ditemukan
Ulfa Tindak Pidana Penyalah | pada penelitian Maria ini
Tidar gunaan Pengangkutan | yaitu ditemukan adanya
(Skripsi | dan/atau Bahan Bakar | kendala pada aparat

2021) Minyak Bersubsidi Untuk | penegak hukum dalam menga
Kepentingan Industri. wasi distribusi solar bersubsidi
(Universitas Brawijaya) | dikarenakan,

adanya keterbatasan regulasi
teknis serta lemahnya

pengawasan di lapangan.!’

17 Maria Ulfa Tidar, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan

dan/atau Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri. (Universitas Brawijaya,

2021).
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2 Sulisa Penegakan Hukum | Hasil penelitian ini
(Skripsi | Terhadap Tindak Pidana | menunjukkan adanya
2023) Penyalahgunaan penegakan hukum terhadap
Penimbunan BBM (Studi | tindak pidana yang disebabkan
Kasus di Polres Sembawa | penimbunan BBM berjalan
Barat). (Universitas | cukup efektif. Kendala yang
Muhammadiyah dihadapi meliputi keterlambatan
Mataram) laporan dari masyarakat.'®
3 Ismail Penegakan Hukum | Hasil penelitian ini yaitu
Panjaitan | Pidana Terhadap Pelaku | penyalahgunaan BBM
(Skripsi | yang Melakukan | bersubsidi jenis
2019) Penyalahgunaan = Bahan | solar di Kabupaten Bangka
Bakar Minyak Bersubsidi | masih marak terjadi, terutama
Jenis Solar di Kabupaten | melalui praktik “ngerit” atau
Bangka. (Universitas | pengisian berulang di SPBU
Sriwijaya) untuk dijual kembali. Hambatan
yang terjadi yaitu lemahnya

18 Sulisa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan
BBM (Studi Kasus di Polres Sembawa Barat). (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).
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aparat dan kesadaran hukum

masyarakat.'”

Dari hasil review diatas, celah yang dapat di identifikasi yaitu
belum ada yang membahas secara mendalam mengenai pencampuran solar
ilegal dan standar mutu, analisis aspek-aspek mutu solar terhadap
pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini akan mengisi celah yang
kurang dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran
solar yang tidak memenuhi standar mutu berdasarkan putusan pengadilan,
dan memberikan analisis terkait hubungan antara standar mutu Bahan
Bakar Minyak (BBM) dengan aspek hukum pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Pada permasalahan diatas, dapat disimpulkan jenis penelitian yang
digunakan yaitu penelitian yuridis normatif (normative legal research)
yang membahas tentang doktrin-doktrin, analisis terkait norma hukum,
dan Undang-Undang. Dengan data sekunder,”® Untuk mendeskripsikan
permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak memenuhi standar mutu dan

19 Ismail Panjaitan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan
Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka. (Universitas
Sriwijaya, 2019).

20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Palu: Sinar Grafika, 2009). him. 24
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pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku pencampuran Bahan
Bakar Minyak (BBM) solar secara ilegal.

2. Sumber Data
Sumber yang digunakan terkait penelitian yaitu didapat dari data sekunder
sumbernya dari :

a Bahan Primer : Di dapat dari Peraturan Perundang-Undangan,
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 55 dan Pasal 56
mengenai Penyertaan dan Pembantuan dalam tindak pidana, serta
Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2004 tentang Standar
Mutu Bahan Bakar Minyak (BBM).

b Bahan Sekunder : Bahan ini didapat dari buku, jurnal, artikel yang
menganalisis tentang pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM)
jenis solar secara ilegal.

¢ Bahan Tersier : Bahan ini yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus
Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui Studi Pustaka
(Library Research) dengan mengkaji terhadap data sekunder yang berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier

yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.
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4. Analisis Data
Penelitian yang sudah diteliti akan disusun dengan menganalisis data
secara kualitatif dengan pendekatan yuridis deskriptif-analitis. Bahan
primer (putusan) akan dianalisis secara terstruktur. Hasil akhir akan
dipaparkan secara deskriptif, diharapkan dapat menjawab permasalahan
yang ada.
H. Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, review
studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika
penelitian.
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Pustaka ini memuat tentang :
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana
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